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Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Buku dengan judul “Pengantar 

Hukum Pidana di Bidang Pers” ini. Buku ajar ini disusun 

berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang disusun 

jurusan pidana sebagai sarana untuk memudahkan 

mahasiswa mempelajari hukum pidana pers . 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : Dekan 

dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember  

yang telah memberikan kesempatan dan mendukung saya 

untuk menulis buku ini. Ucapan terima kasih juga saya 

sampaikan kepada para pihak yang membantu dalam 

penyelesaian buku ini.  

 Penulis akan berterima kasih kepada para pihak 

yang berkenan memberikan kritik untuk memperbaiki 

atau menyempurnakan buku ini di kemudian hari. 

Terakhir, kami berharap semoga buku ajar ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua 

 

 

 

Jember,  1 Juni  2017 
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Bab I
Pendahuluan

l.l Pengertian pers, perusahaan pers dan ruang lingkup
Pengertian pers secara garis besar dibagi menjadi dua

yaifu pengeltian pers secara sempit dan pengertian secara
luas. Oemar Seno Adji merrgatakan balrwa pers secar.a

sempit seperti diketahui mengandung pikiran , gagasan,
ataupun berita-berita dengan jalan kata terfulis. r Biasanya
pers dalam arti sempit menurut Made Widyana diartikan
surat kabar majalah dan bulletin kantor-kantor berita.2
Lebih lanjut menurut R Soebijakto pers dalam arti sempit
sebagai digambarkan di atas dengan membatasi pada
media komunikasi bersifat umum berupa penerbitan yang
teratur yang secara limitative digunakan alat alat
percetakan .3 Berdasarkan uraian diatas pers dalarn arti
sempit itu adalah pers dalam arti segala barang cetakan.

Pers dalam arti luas menurut JCT Simonangkir itu
adalah pers yang mencakup radio, televisi dan fi1m.a
Mengutip pendapat Wiliiam Ernest Hocking, Witltin tlrc
ternt "press" we ntust include to day nl.I the medin of mass
communiction which fashion the thought and felling of pcoT:Ie.

Suatu arti luas, yang lebih ditegaskan lagi oleh The
Conmision of Freedom the Prcss kata Conision it wiII be

Judul Tabel

perbandingan 
srrbs

u n d ang #i;;:T'j11" teri tiga

IndOne"sin 
-'-.....5 tcr rrflrg pers di

DAFTAR TABEL

DAFTARt;X4BAR

No ftJ,. t

1L

<rmDaf

Skema W;ra-(^tt
Hal

)
_--.-.-.--.-- , _-_..qrr> J.VSt€Ifl

Skema Vir.",;,,^ r, ,ll 48

o
ur_rrty

Slcem" L^,. r 52

::" 
pers dan poritik 55

viii



understood thnt zue are right tlrc term "press" the include aII

means of communicnting to the nezultnpers, magazines, or books,

by rndio brondcnsts, by teleuision, or by film.s atau dapat
diartikan bahwa pers dalam arti luas adalah meliputi
pemberitaan melalui surat kabar, majalah, buku, radio,
televisi dan film.

Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa pers dalam arti
sempit itu merupakan manifestasi dari "freedont of press",

sedarrgkan pers dalam arti yang lras dari freedotn of speech;

dari pada ltu"ft'eedom of speech " dan kedua duanya "freedom

o_f the press" tercakup oleh pengertian "freedom E
ekspression".6 Maksudnya jika pers dalam arti sempit itu
adalah l<emerdekan terhadap membuat tuiisan saja atau
barang cetak atau biasa "dn.ilc press" dalam bahasa Belanda.
Sedarlgkan pers dalam arti luas disebut sebagai kebebasan
dalam tr-rlisan dan kebebasan berbicara. Sedangkan
pen5;ertian pers menurut Undang undang pokok pers
tidak diartikan secara mandiri, tetapi selalu dikaitkan
dengan pengertian lainnya seperti pers nasionaf pers
Pancasila, pers asing walaupun secara harfiyah pasal3 dan
5 ayat I menggunakan pers saja. Pengertian pers menurut

rOenrar Seno Adji, Mnss Medin dnn Hrtlwm, 7973, Jakarta,
halaman 13.

2! Made \A/idyana, Pers nasional dan delik Pers , 1984,
Paramita, halaman L4-15

Erlangga

Surabaya,

3R.Soejakt<r, Dclik Pcrs, Suntu Pengnntnr ,'1.990, Jakarta in Hill Co. halamarr

t;iT Si.nrr,.rrangl<ir, HuktLnr dnn Kcbebason Pers, 1979,Jakarta. Binacipta,
l.ralaman 3.

sI Macle Widyana, Pcrs rnsiornl dnn delik Pcrs ,1984, Sr-rrabaya, Paramita"
halaman 14

1

Gand.hi terbatas pada media komunikasi masa yang

bersifat umum dan berupa penerbitan yang teratut *uf'll
I aYat I UU no' ll tahun 1966

iembaga kernasYarakatan alat

karYa sebagai salah satu media

komunikasi massa yang bersifat umum berupa Penerbitan

yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak

iipJrtengt upi d'engan alat-alat milik sendiri berupa

p"r."tukl^, atat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat

alat tel.:nik lainnya. 8

Dalam Undang undang Pers no 40 tahun 1999' pers

adalah lembaga social dan wahana komunkasi massa yang

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari'

memperoleh, *"toitt i menyimPan, mengolah' dan

meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan ' sllara/

gurnbui, suara dan gambat, setta data dan grafik mauPun

dalambentuk lainnya dengan mer-rggunakan media cetak '
media elekhonik dan segala jenis saluran yang tersedia' e

Sedang pengertian Pers in law atau pengertian

perusahaan Pers menurut hukum dibagi menjadi dua'

Yu^g pertama Perusahaan penerbitan atau Code E
Publicatior', dan perusahaan pers atau Code of enterltrise'

Code of publication atau perusahaan penerbitan tidak

berhubungan dengan usaha penerbitan dari pers itu atau

yang bertanggrrng ju*ab mengenai isi tulisan yang dimuat

dalam Pers tersebut' Yang termasuk dalam code of

6 Oemar Seno Aciji,Ibid, hal' 13'

7 
-Ny 

ML Gandhi, Llndnng llndnng Polcok P.a's' Proses Penrbentukan dtn

P enj el ns anny an, 1985, Jakarta Raj awali halaman 7

8 JCT Simorangkir, Ibid, hal' 3 
?



Publication atau. perusahaan penerbitan adalah pimpinanredaksi, reclaltsi , dan *uiru*un. penerbitan banyakbelhubungan dengan aspek hukum publik seperti hukumnntuk 
_pertanggungjawaban persnya dan lainnya. pada

perusahaan pers atau code of enterpr.ise ini adalahperusahaan dalam arti manajemen dari pers ifu , yangmenjadi unsumya disini adaiah dir.ektur; manajer sertapegawai yang btrkan wartawan. Segala 
"tur;; ;;.gberkenaan dengan 

-penrsahaan pers berdasarkan afuranhukum perdata, hulium pajak. ro'
Sedangkan ruang lingkup pers yang akan dibahasdisi.i adalah pengertian p".i p"rr, pertangu.gjawaban

pers / I'ral< tolak dan hak iawib, hak koreksi. , sanksiPerb and in gan antara 
1na-u"! 

und ang tahunlg 46, Undangundang taltun 1,9!6.,tJnda.,g_.,rlaurlg 79g2 dan Undang_undang tahun 1999 tentang p!.r. 
(

1.2 Fungsi pers

Mengenai fungsi pers ini acla beberapa versi , inikare.a u^da'g unclu'i ya'g dibahas berbeda maka kamimenemukan bebr
u,n um ny a s eb a g i J,:i -fi1Xl, J"lf,;'r:ffi ]", 

"l; l,1pembaca. Lebih lar
rungsi pe,,, 

" 
o 
" n #,',1 l.ffil#it,".rTli #; {*kontrol, sebagai barometer, sebagai petunjuk, sebagaipengont.ol' 'Fu'gsi pers tersebut .r-iatas dipen.e;aruhi orerr

keadaan sosial budayo politik dan ekonomi pada saat itu
sehingga semakin iama akan berubah menurut tuntuan
jaman

Seperti yartg disebutkan dalarn UU no 1l tahun 1966

tentang pokok pers yang dikutip dalam Made Widyana ,

pers nasional berfungsi sebagai :

1. alat pemasyarakat pendorong dan pemupuk daya pikir
kritis dan kontruktif progresif meliputi segala

perwujudan kehidupan dan per-rghidupan masyarakat

Indonesia.
2. sebagar penyebar informasi yang obyektif menyalurkan

aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan paltisipasi
masyarakat serta melakukan kontrol social yang

komunikatif. 12

Fungsi pers setelah reformasi belubah kembali karena

mempunyai makna yang lebih luas. Dalam Undang
undang No 40 tahun 1999 tentang pers, yang menyebutkan

ada lirna fungsi pers berdasarkan pasal3 ayatL dan2 yaitu :

1. berfungsi sebagai media komunikasi, manusia menurut
aristoteles adalah zoon politicon ar:tinya malusia tidak
dapat hidup sendiri. Manusia bermasyarakat tentunya
melalui komunikasi antar satu dengan yang lain. Salah

satu cara berkomunikasi adalah dengan media masa,

yang menghubungkan kornunikasi antara penulis
dengan masyarakat.

2. berfungsi sebagai media Hiburan, disamping itu media
masa sebagai salah satu alternatif hiburan yang dapat

dinikmati oeh masyarakat, Baik pers dalarn arti sempit

maupun pers dalam arti luas. 1

rrAndi Hamzah, Delik Delllc Pers cli Indonesia, 1987,JakarLa, Media Saran

pers l.ex Secilais, menyelesaikan
004, lakarta, Badan Hr_rkum dan
an7

72



3. berfungsi sebagai media pendidikan, jaman sekarang
yang disebut era informasi menurut ]ohn Nisbit ,
ma^nsia tidak lepas dari i.fo'rnasi yang setiap hari di
dengar atau clilihat tenhrnya melalui 

^ujiu pers.
Informasi itu bagi masyarakat secara tidak Iangsung
mernberkan pendidkan secara infor;nal, sehingga
pengetahuan masyarakat dapat bertambah metatui
media masa.

4- Berf'^gsi sebagai rnedia ko'tror social. Fu^gsi ini pers
dapat mengontrol segala kebijakan pemerintah sebagai
salah satul bagian dari masyarakan agar pemerintahan
yang sedang berjalan dapat menjadi lebih baik. Setiap
me.kritik atau me^gl<o^trol harus ko'skuktif sifatnya
dan memberikan way out terhadap permasalahan,
demikian menurut Roeslan Abdul Ganie.13

5. Berftir-rgsi sebagai lembaga ekonomi., dalam kaitannya
dengan fungsi ekonomi , perusahaaan pers clikelola
sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas dan
kesejahteraan para wartawan dan karyawannya
semakin meningkat dengan tidak meninggalkan
kewajiban sosialnya.

1.3 I(ebebasan Pers
Kebebasan pers sesungguhnya manifestas i darifi.eedom

of th press. Pencerminan. Kebebasan pers pada umunya ada

Pcrss. Hal. 4-5 |

12 I Macle wiryawarl peis .asio^al cra^ crerik pers , I 9g4, surabaya,
P.rranrita, halaman l8- 19

]i Oenrar Seno Adji, O1:.cit. l-ral.76
la Hinca IP Panjaitan, Loc.o7t.cit.hal.9.
()

beberapa konsep Konsep kebebasan per ini sangat

berhubungan pada hubungan Pers yang ada' Menurut

Altchull rssetidaknYa ada 4 model hubungan Pers yaitu :

i. p.f" pejabaflsi media pers diaturr oleh Undang Undang'

peraturan atau dekrii- potu ini ditemukan di negara

,r"guru sosalis-komunis'atlu di negara otoriter, atau

semi otoriter. Pers tidak memPunyai kebebasan hanya

menjadi corong dari pemelintahan hampir semua berita

diseirsor oleh pemeii'ltuh, sehingga wartawan llitit
tidak dapat menyapaikan berita actual dan factual lebih

cepat' Pembatasan semacam ini karena adanya

urlggup* bahwa pers bisa menyebalkan berita yang

memb ahaYakan stabilitas

2. Pola Komersial , med'ia sangat dipengarul-ri oleh

pemasangan iklan' Sehingga insan Pers dapat

menikmati kebebasan pets itu sendiri' Pola semacam ini

terjadi di negara-negara liberalis' Kebebasan Pers di

sisni tid.ak tak terbatas, hanya saja pemerintah

memPunyai peran yang kecil di dalam pembatasan

pers.^Sedangkan yang membatasi dari kebebasan Pers

iIriua*unkekuatankomersial'yaitukonsumenyang
disebut c0mmercial forces. sehingga PeIS banyak

ditekan oleh pembayar pajak financier' paymaster yang

tid.ak mengizinkan pemberitaan sesuatu yang dapat

merugikan mereka'

3. Po PoIa ini menggambarkan

ke Partai Politik' serikat buruh '

or an lain lain' Jadi Pers seolah

olah menjad.i corong dari Pata pihak yang

berkepentingan terutama untuk mempengaruhi

'7



masyarakat dalam menilai su
opinion). pora ini banyak r",u*[":TT:[.:Tll;

, otoriter maupun negara yang demrkratis.4. Pola Informal "^.r'- -:^;- .

kepe.tirrsa" il,r"."P,11",",1:ll 
ini menggambarkan

xJ"uur.i,-, pers puao o;r" 
^,1.,1 

unl;:"urj|:roJ
kepentingan apa. yang ingin disampaikan kepada

LTfi,T ll,,.,li;.|l, :i,:li*li, *::T:#, *;ti?: 
fl;H:,'jl 

o * * a i'rg a 
",;un p ora s eberumnya.

diatas, maka o"n]1l-l-"tt 
pada umum'ya berdasurkun polu

o' u,i"."#?:;:il::lii':ru asan pers yang ada

secara harfiatr tidak ctitem.,t u,., autu.r, tTJi;i,"*;
,?ur.ur 

1945 tetapi akar "r" ,".*lbagtan dari ialimat kemerdek 
tersti:at menrpakan

penafsiran dan risa^ da. furisa.r.,uuu^ 
mengeluarkan

seperti disebutlcan clalam bab sebelu. 5"-u.l"kaan pers
of press ancl speech" dalam arti luas orn"u" 

yaifu "freedom

fflffJl*lll'"i am r*era tu;^il"ff: :l:I;Til'
Pen,rris'r""; -';="i#n#-r;:?"r"'.ffi;
mempergu.akan kemercleka* pu.r. Ada ialanr" ;ffi:yang lain rnenegunakan istilah kemerdekaan ataukebebasan p".r. "t"tupl 

,"otut-, 
-otut, 

kedua kata itu

mn Bnilc dan Kebebnsan pers, arfiara
a Erwin_Rika press.

Kenterdelcnan pers. cli Ind.onesia ,2003,

dianggap sama dan identik, dan tidak ada bedanya' Dari

survei yang dilakukan terhadap tiga buku yang membahas

pers , kebebasan pers lebih banyak digunakan 17

Menurut Purwadarminta yang dikutip daiam Kamus

Besar Bahasa Indonesia bebas : lepas sama sekali ( tidak

terhalang , tergantung dan sebaliknya sehingga bebas,

bercakap, berbuat dan sebaginya, dengan leluasa

sedangkan merdeka tidak diperintahkan atau sangat

dipengaruhi orang tain. ) Kesimpulan dari uraian tadi

maka kata merdeka lebih mendekatkan diri pada

ketatanegaraan dan mengkaitkan istilah bebas pada pers

menjadi kebebasan Pers disamping kermeldekaan

Indonesia.ls
Menurut ketapan MPR seperti pada butir d TAPMPR

No. IV I 7978 yang sama dengan redaksi TAP MPR no. IV /
L983 temyata menggunakan istilah " kebebasan pers".

Demikianpula dengan Undang-undang pokok pers No.l1

tahun Ig66yangdirubah dan dipurnakan dengan UU no 2l

11982.le

1-.4 Latihan Soal

L. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pers berdasarkan

UU no 40 tahun 1999 tentang Pers ?

2. Jelaskan masing masing model hubungan kebebasan

pers menurut Menurut Altchull ?

3. Jelaskan fungsi Pers menurut Oemar senoadji dan

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ?

4. Jelaskan perbedaaan freedorn of speech dan freedorn of

speech and expression ?
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Bab II
Sejarah Pers di Indonesia

2.l Sejarah hukum pers jaman kolonial
Masalah hukum pers di negarakita, bukanlah masalah

yang baru sebab jauh sebelum negara kita merdeka hal

tersebut di kenal di daram penerbirhr penerbitan baik

majalah maupun harian bisa hanya saja pada waktu itu-

masih diterbitkan oleh penjajah Belanda menulut I(risna

Harahap, sebelum kemer'Jekaan Indonesia diproklarnirkan

pada tahun 1856 di jaman Hindia Belanda, sudah muncul

peraturan pertama mengenai pels yang diatur dalam

Reglement op de Drulczoerlcen in Nederlandsch Indie. Dalam

peraturan tersebut ditentukan bahwa seluruh karya cetak,

sebelum diterbitkan, atau eksemplar harus dikirim lebih

dahulu kepada kepala pemerintahan setempat dan peiabat

justisi. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka

percetakan akan disegel.2r

Peraturan pertama Pers tahun 1356 ini sudah

mempunyai sanksi kepada pihak yang melanggarnya'

Sanksi itu berupa sanksi preventif, yaitu berupa sanksi

penyensoran terhadap barang cetakan yang akan

diedarkan kepada masyarakat dan penyegelan terhadap

t2
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perusahaan pers yang penerbitan cetakan tersebut.
Kemudian baru setengah abad kemudian tepatnya

pada tarr'r-r 1g06 sensor berupa itu dicabut. safu eksemplarkarya dikirimkan kepacl p"lut ot pejabat yarg 24 jam
setelah barang cetakan itu diedarkan. Jadi t]aat iugi
sebelum seper.ti yang ditetapkan regiement tahun 1856.
Sifat sensorpun berubah dari menjadi represif.22

I(alau dipelajari lebih mendalam ketentuan yangdiatur dala'i stnntbrad. Nomor 74 tarrn 1856 ini maka kitamelihat tr_rjual penjajah Belancla melakukan pengawasan
barang cetal<an di samping mengrrindari adanya klluhutun
atau pelanggaran dilakulcan rnelalui baralg ."aut ur., , ju.Su
membendtrrrg dan mencegah beredarnyJ tuhsan 

'yang
dbuat olel-r pejua.ng- pejuang yang berisikan ur,l.rrur-,
anjuran trnturl< penjajah Belanda. Dari pada tahnn ifu jugadikeluarkan Stnntblnd nomor 7S tentang cara_cara
pembayaran untuk jaminan clan prosec{ur unfukmendapatkan barang. Baru tahun 1900 dikeluarkan
Stnatblnd Nomor 317 tentang pemasukan dan berasal
barang barang cetakan yur-rg t 

"rt ahaya d-ari luar negeri
masuk ke Hindia berancra. stnntblnncr no 317 itu diperk-uat
dengan dil<eluarkannya No 31g clan staac{blad nomor 319
tahun 1900.23

Kernudian dalam abacl 19 tercatat tidak kuran g dari 79orarlg nrartawan yang dibuang mereka ,".u* gigih
memperjuangkan adanya lcemerd kaan pers di daerahjajahan. Pacla masa itu dikenal dengan adanya persBelarrda. Diantar.a laaa boccle di Batavia d.an De'prrorgu
Bodc yang terbit di bandung . java post muncul di Bogor.
Sementara itu di Di Batavia terbit majalah yang bemama

l4

Jong indie. Selain pers Belandaiuga dikenal pers tionghoa

yang diterbitkan untuk kepentingan kepentingan

usahanya. tetapi ada pula,Pers tionghoa yang terbit untuk

kepentingan pergerakan Indonesia Diantaranya surat

kabar Sin po dan Sin Tit Po. Baru kemudian muncul

Pelopor pers nasional yaitu Raden Mas Djokonomo yang

menerbitkan Medan prijaji pada tahun 1'907 dengan

modal sendiri dan pemasannya juga sendiri dari orang

Indonesia nama Raden Mas Djokomol-Io boleh Ki Hajar

Dewantari diganti dengan Tirtohadisuryo.'o
Ciri pers yang dikelola oleh orang Indonesia pada

mulanya jelas memperlihatkan yang jauh lebih buruk dan

dari kedua jenis pers lainya, baik isi, penampilan maupun

gaya bahas pada saat itu Walaupun demikian Pers
Indonesia tetap memberikan nasionalisme pada zaman

penjajahan Belanda. Dan akl'rirnya mereka lebih sebanyak

mungkin mengemukakan gagasan politik ketimbang

pengelolaan segi jurnalistik dalam artian sebenarnya.

Seperti harian Medan Prijaji yang terbit di bandung

mempunyai motto "organ buat bangsa yang telperir-rtah,

hindia Belanda , tempat membuka suaranya'2s Tahun l-909

E.F.E Deuwes Dekker ( Dr. Danudirja Seryabudhi) menjadi

red,aktur Niewsblad di Batavia, dan menempatkan Pers

berbahasa Melayu lebih daripada pers belanda-Tahun 1914

untuk pertama kali terbentuk organisasi yang diberi nama

2a Krisna Harahap, Pasang Surut Kemerdelcaan

Barrdung, Grafiti. HaL 26-28
5 Wina Amrada, Wajah Hulcutn Pidann Pers,

Kartini" hal. 23.

Pers di Indonesia, 2003,

1.989, Jakarta, Pr-rstaka
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Inlandsche lournalisten Boncl (IJB) di Solo atas prakarsa
Tjipto mangun I(nsumo , R - Soosro Koomio, Jan Mus
Masco I(artodikoro. Dan pada tahun1915 IJB bersamaderrgan beberapa partai membentuk Comite
D r t Llt p e r s a r i j h ei d (Komisi I(emerdeka an pers 

).
Lebih lanjut dijelaskan rnenurut Krisna Harahap: dua

puluh lima tah'n kernudian " sejak pengawasan repesif
diberlakuka^ pemerintarr Hindia Berancla metahirkan
Presbreindel Ordonnntie, yakni pada tang gaI 7 September
1931' ordona.si i^i memberi wewenwng pada Gube'rur
Je'deral n'fuk merara'g setiap pe^erbita^ yang din'ai
me'g$a^gn lcetertiban Lrmrlm. pada pasar 2 0rdo'ansi ini
menyatakan Gubernur Jenderal melarang percetakan ,pencrbitan dan penyebaran suatn surat kabar paling lama
delapa'har.i' Dan apab'a terarr rewat tenggang waktu da^
kenrbali mengulang pemberitaan yang dilarang maka
penerbitan dilarang terbit untuk sementara. Jika itu sudal-r
melunak maka akan dicabut. Dan jika pelarang terbit tidak
kunjung dicabut maka pelarang terbit ifti berlaku untuk
safu tahun.26

Yang menghantui pers pada saat itu selain persbreindel
ordonnntie juga pasal yang cliafur clalam wet boek van
straffrecht pasal 154 sampai 157 tentan g Hatzani arkelen

)/ang diundangkan pada tahun 7914. pasal pasal itu
berisilcan hukuman kepac{a siapapun menyebar perasaan
kebencian, pennusuhan, terhadap pemerintah Hindia
Belanda.

Salalr satu surat kabar yang terkena presbreinclcl

ordonnntie adalah soeara oemoem di surabaya. Larangan

terbit dilakukan berdasalkan keputusan Jonge No 6

Tanggal23Junilg3s.Hnggatahunlg36tercatattidak
kurang dari27 surat kabar nasional yang diblendel' 27

2.Z.Sejarahhukum pers masa pendudukan )epang
Setelah Belanda rnenyelah terhadap Jepang tahun

1,942, Jepans mulai menguasai bangsa Jepang datang ke

Indonesia dengan jargon 3 A yaitr'i jepang cahaya asia

.]epang pemimpin asia dan Jepang pelir-rdung asia'

sebenarnya kedatangan j"P*g tidak lebih kurang dari

kedatangan Belanda ke hrdonesia, yallt untuk menjajah'

Pers pada jaman JePang tidak jauh berbeda dengan

jaman Belanda. Lebih jauh lagi menurut Andi Hamzah

pada jaman penjajahan Belanda surat kabar cetakan

Irrdorresia sulit mendapat izin pemerintah belanda karena

takut akan semakin kerasnya berkembang nasionalisme

Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang , Pasukan

pendudukan terbit semua Pers belanda dan semua

percetakan dikerahkan kegiatannya kepentingan

pemerintah jepang.

Walaupun demikian kerasnya pemerintah jepang

menekan pers yang nasionalisme lndonesia, orang orang

indonesia mendapatkan pelajaran, sehingga menjadi

270ey Hong Hee, Indonesian Government and perss dr"rring Gtridecl

democracy, universitas Hr-rll so south asia No 4 inter Docunrentat'i

Company Ag ZUG Switzerlar-rd l97l h.ll terungkap segi perkembangn

sejarah pers di Indonesi4 Proyek Penelitian Pengembangar-L

Penerangan RI Jakarta 1983 h. 161.26 Krisna Harahap, pasang s.rrut kemerclekaan
Dandung Grafiti. Halaman 3l
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pandai oleh tentara jepang perihal pers. Dengan
bekerjanya orang Indonesia pada tentara Jepang mau tiJak
mau segala perangkat yang lebih yang berhubungan
dengan pers cetak dan pers non cetak sebagai alat ion
cetak seperti radio sudah dapat dioperasikan oleh orang
Indonesia. Sehingga saat Jepang menyerah kepada sekutu
orang orang Indonesia sudah bisa menggunakan
perangkat itu

Setelah itu mulculah wartawan yang lebih
berpengalaman setelah pendudukan orur-rg_o.u.rg
Indo^esia mulai me.gur'si media sendiri *u1u.,p.rr.,
dibara'ah Jepang. Dan pada waktu itu juga sudah banyak
or:ang pelgerakan yang rnenjadi redakfur surat kabar atau
majalah yang diterbitkan oleh tentara jepang. Segala
kesernpatan yang diperoleh ketika jaman jepang dalam
bidang pers seolah olah kegiatan sekolah 

-yang 
tidak

formal bagi orang-orang pergerakan Inclonesia, karena
ingin menjadi jurnalis maka mereka harus banyak
mempelajari buku buku ilmu social lainnya. Terutama
buku yang disita dari dan digelectah clari rumah rumah
belanda dan dijual untuk umum. Buku-buku yang banyak
dibaca pada saat ittr adalah karangan John Locke,Karl
Marx, Mazinl Roussseatr, yang banyak berisikan tentang
demokrasi. Penerbitan pada jaman jepang ticlak dapat
diterbitkan melal'i surat kabal tanpa ijin terlebih clahulu
dari ciiuas dinas rahasia dan penerangan yang clitentukan
di Tokyo.28

Pers pada jarnan ini yang boleh ditulis adalah

26Andi Hanrzah, Delilc-derik pers di Inrlonesia, 19g7,rakarta, Media sara.
Perss. Hal. 38-41

l8

kcmajuan kemajuan yang dicapai pendudukan jepang di

lndonesia sampai dapat menguasai Asia Timur Raya, yaitr-r

mulai J"p*g sampat Asia Tenggala' Sedangkan kritik

tentang pemerintahan Jepang dilarang kelas' Maka

penerbitan itu tidak diizinkan.
Dalam bukunya Edward C Smith berjudul Sejarah

permbereidelan di Indonesia disebutkan bahwa ada lima

surat kabar yang terbit di seluruh Indonesia waktu

pendudukan jePang Yaitu ;

1-. Jawa Shibun diJawa

2. Sumatera shibun di Sumatera

3. Borneo Shibun di I(alimantan

4. Celebes Shibun di Sulawesi dan

5. Ceram shibun di Pulau seram.2e

Dengan demikian Pengawasan Pers pada jaman

pendudukan Jepang sangat ketat. Jadi meskipun demikian

war1a Indonesia banyak memperoleh pengalaman yang

berharga dari Jepang di bidang Pers, karena sesudah

perang dunia kedua berakhir dan menjelang kemerdekaan

Indonesia, penerbitan yang memuat tentang kemerdekaan

Indonesia melalui pers, tersiar dengan cepat dan meluas

sampai ke seluruh nusantaradan bahkan seluruh dunia' 30

2.3. Sejarah hukum pers pada masa kemerdekaan

Setelah jepang menyerah kepada sekutu bangsa

Indonesia'mulai menyusun rencana untuk mengupayakan

kemerdekaan Indonesia. Baru setelah tanggal 17 Agustus

2e Ed.ward C. Smith, seiarah Pembereidelan Pers Di Indonesia, Jakarta

1983, PT TemPrit.halaman 84

30 Andi HamzakgOp.Cit. Hal. 42'
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1 945 I' d o.esia memproklarnirkan kemer-dekaannya. salah
satu cara dalam menglrmandangkan proklamasi adalah
dengan siaran radio, sehingga seluruh rakyat Indonesia
mendengar bahwa bangsa Inclonesia telah merdeka. Upaya
i.i rupa.ya berfiasil dengan tersiar^ya berita r."mur.1ekau.
Indonesia sampai ke penjuru nqsantara.

Sebagairnana telah diuraikan di muka, masalah pers di
negara kita telah rnendapat perhatian dari pendiri negara
Republik I.do.esia. Hal i^i dapat kita lihat, shari seterah
proklamasi kemerdekaan , tepatnya tanggal lB Agustus
1945 oleh Pa.itia l(ermerdekaan indonesia (ppKI) telah
ditetapka^ u.da.g unda.g Dasar Republik Indo^esia
dimanapun juga telah diatlrr masalah yang menyangkut
pers , meskipun perkstaan pers tidak secara tegas tersurat
dalam Undang-undang namun tersitar dalam pasal 28
ya.g berbu.yi sebagi berikut : I(emerdekaan berserikat
dan berkumpul , mengeluarl<an pendapat dengan lisan
dan tulisan sebagainya clitetapkan dengan Undang
undang.3l

Dalam tulisannya ICT Simonangkir, pasal L9
Konstitusi RIS 1949 dinyatakan : setiap orang berhak atas
kebebasan rnempunyai dan mengeluarkan penclapat.
Rumusan pasal19 Ko'stitr-rsi RIS 1949 acrarah suma crenguo
rumusan dakam UUDS 1950 yang berbunl,i : setiap oru.,g
berhal< atas kebebasan mernpunyai clan meng"lrurkui

pendapat3z lebih lanjut menurut Widyana disamping

lersirat di dalam UUD 1945, Komite Nasional Indonesia

Pusat di alam sidang plenonya tahun 7949 iugu

mempersoalkan hal perlindungan kepada pers'33

Tanggal2Agustuslg14ordonnnsiPresbreidelterseblt
clicabut dengan Undang-undang No 23 tahun 7954'

lembaran Negara 54-77. Ordonansi tersebut dianggap

bertentangan dengan pasal 19 dan pasal 33 UUDS 1950

yang dijad.ikan d.asar Pad'a pasal33 UUDS Lg50 berisikar-r;
-Melakukarrhakhakdarrkebebasanyarrgditerarrgkarr

dalam kegiatan ini hanyat dibatasi dengan peraturan

perafuran undang undang semata mata untuk menjamin
^p"r-rguk 

rut't dan penghormata yang tidak boleh tidak

i"rnuaup hak hak serta kebebasan orang lain ' dan unhrk

memenuhi sayarat syarat yang adil untur ketentraman'

kesusilaan dan kesejahteraan dalarn suatu masyarakat

yang demokratis .3a--T*88al14September].g56KepalastatAngkatandarat

mengeluarkan Peraturan 11o' PKM/001/1911956 tentang

pelarangan menerbitkan hal yang dapat mengacam/

menghina presid.ery yang ternyata menakutkan

masyarakat. aturan tersebut bertentangan dangan pasal 19

UUDS 1950 dan serta KUH Pidana' Kemudian menurut

Harahap 3s d-isebutkan bahwa peraturan tersebut dicabut

3r I Made Widya^a, pcrs Nnsiotml rlnn Delilc pers, 1,9g4, Sr.rrabaya,
Paramitra, hal.6-7

32JCT Sirrrorrangkir, Hulatm dnn Kebebnsnt pers, 1,979, lakarts, Binacipta,
hal. 19

33I Made Widyana, Ibid,hal.6.
20

3a Krisna Harahap, Pnsartg sr.u'ut Kenrerdelcnan Pers di Indoncsin, 2003'

Bandung, Grafiti Hal. 35

3s Krisna Harahap, Op.cit-Hal.38
35 ICT Sinronangkir, Hukwn dan Kebebnsnn Pers, 1979, Jakarta' Binacipta

hal. lv
37 Seno Adji, Mass Media danHuktutt,lgT3,lakarta" Erlangga, l'ral. 76' 
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dan diganti dengan UU no .23Prp[959 tentang keadaan
bahaya.

2.4 Sejarah Hukum Pers pada Demokrasi terpimpin
Setelah dikumandangkan adanya demokrasi

terpimpin, kedudukan dan fungsi
pers indonesiapun kemudian diar.ahkan kepada

tujuan dan jalan politik tersebut, Suara-suara berani
melawan gagasall in hams dibungkem dan begitulah
sejumlall I(oran yang dalam masyaral<at mempunyi
kalangan pemabacanya yang tersendiri dalam jumlah yang
banyak, terpaksa dihrtLrp atas pemerintah penguasa ketika
itLl. s6

Timbulnya angkatan 1966 telah mengungah nurani
dignity, selfrespect, kita seolal-r kita ketemukan kembali
seoah olah ada suahr herrijzens dari impian jelek, di mana
pergeseran dalam evaluasi terhadap nilai nilai moral dan
nilai nilai agama , cinta, menjauhi kebathilan, menjadi
tujuan hidup. 37 Dalam era demokrasi terpimpin ,
kebijaksanaan pemerintah di bidang pers kepada
peraturan pengltasa perang tertinggi (Feperti) nomor 10
tahun 1960 pasal I seperti melarang penerbitan surat kabar
dan majalah tanpa mendapat izin lebih dahulu dari
penguasa keadaan bahaya daerah, sedangkan pasal 4
menyatakan kabar atau majalah yang diterbitkan tanpa
izin sebagaimana yang dimaksud pasal I dapat dirampas
atau dimusnahkan. Setiap peminta izin terbit harus lah
menyetujui dan menandatangaani kesanggupan L9 pasal
yang ditentukan oleh Pemerintah. Mereka yang tidak
bersedia menandatangani kesanggup an 79 pasal tersebut

))

memPeroleh izin.
Kemudian ditetapkan penetapan Presiden nornor 4

tahun L96i,3 teniang Pengamanan telhadap barang cetakan

yang isisnya dapat mengganggu ketertiban umum' Pada

tahun 1969 penetapan presiden nomor 4 tahun 1963

berdasarkan Undang undang nornor' 5 tahun 1969,

ditetapkan menjadi Undang undang nomor 4 PNPS iahun

1.963.

Menurut Andi Hamzah dalam ketentuan pasal 2 ayat3

menyatakan:
Yang dimasuk dengan barang cetakan adalah tr-rlisan

tulisan dan gambar gambar Yang dapat diperbanyak

dengarl mesin yang dapt diperbanyak dengan mesin atau

alat kimia meliputi buku-buku , brosur-brosllr , bulletin-

buletin , sutat kabar harian, majalah perbitan berkala ,

pamflet-p amflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksud

untuk disebarluaskan aataudipertunjukkan kepada

khalayak ramai dan barang barang lainnya yang dapat

dipersamakan dengan jenis barang cetakan. 38

Penetapan Presiden yang kemudian menjadi Undang

undang ini bertujuan ultuk menghindari masuknya

barang cetakan yang dapt menganggu ketertiban umum
dan membahayakan rakyat. Pers asing juga kadang kadang

melancarkan hinaan tuduhan terhadap pemerintah' HaI ini
dikarenakan selama ini barang cetakan dari luar negeri

dapat membahayakan keteltiban umum masyarakat

Indonesia . Jadi setiap barang dari dalam negeri atau luar

negeri, 48 ju* maksimal sebelum diedarkan harus

diserahkan kepada kejaksaan negeri, kecuali barang

36Andi Harnzah, Loc. Op. cit., hal. 43.
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cetakan itu dipesan oleh pemerintah sendiri untuk
kepentingan pemerintah. Dan ketentuan UU no 4 pNpS
tahun 1963 ini unfuk merak'kan sensor secara preventif
terhadap percetakan dari dalam negeri.

Selanjuhrya pada tanggal 15 Desernber 1963
dikeluarkan penpres no 5 tafrun. Lebih lanjut pasal 6
Penpres No. 6 /1963 rnenegaskan perlunya izin terfit bagi
setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Disamping itu,
percetakan tidak diperborerrkar-r rnencetak surat kJar atau
majalah yang tidak dilengkapi izin terbit.

Penetapan ini dikeluarkan dengan maksud untuk
melaksanakan pembir-raan dan pengawasan terhadap
pers.Hal ini yang didasarkan atas pertimbangan bahwa
pers adalah data pubJikasi yang mudah diplrgunakan
untuk mempengaruhi pendapat umum , sehingga harus
dapat dipergunakan sebagai alat pengg"rok mossu untuk
me.yelesaikan revorusi . Daram pasal I disebutkan bahwa
pembina pers sepenuhnya cliberikan pada Mentri
Penerangan dan dalam pengawasan dan pembinaan pers
itr-r Mentri penerangan dibantu oleh Kasad pangad,
Pangau, Pangal, Pangak dan Menteri Jaksa Agrrng..n

2.5. Sejarah hukum pers masa orde baru
Pers memasuki era orde baru clengan penuh gairah

pemerintah memberi keleluasaan penuh kepada pers
manakala sasaran pemberitaan difokuskan paau
kebobrokan rezim orde lama. Masa bulan madu urrtu.u
pers dan pemerintah ternyata ini berlangsr.rng beberapa

tahun apalagi dengan diundangkan UU pokok pels' a9

Kemudian pada tanggal 12 Desember 1966 Penetapan

Presiden nomor 6 tahunl-966 dicabut dan diganti dengan

Undang undang nomor lL tahun 1966 tentang ketenfuan

pokok pers. Und.ang undang pokok pers ini diundangkan

ot"n d".,gun maksud memberikan jaminan hukum kepada

pers nasional , sehingga Pers nasional dapat berfungsi

sebaik mungkin. Karena dalam kenyataan sejarah , Pers

merupakan pencerminan kehidupan berbangsa yang

merupakan bagian yang terpisahkan dari perjuangan

secar; keseluruhanya. Disampi^g itu karena pe's 
'asional

adalah alat perjuangan yang bersifat aktif, kreatif . dan

pelopor dan pelaks;u:Iazul Ideologi negara Pancasila'

Lebih lanjut Undang-undang nomor A tahun 1966

dalam pelaksanaannya mengalami dua' kali Pelubahan

Yaitu;
l. Perubahan yang dilakukan atas dasar undang-undang

Nomor 4 tahunLg5T.berdasalkan Undang-undang ini

diadakan penambal-ral satu ayat lagi atas pasal 2lBab X,

yang kemudian ditetapkan menjadi Pasal 2I ayatZ yang

berbunyi sebagai berikut: " dengan berlakunya undang

r;ndang ini maka tidak berlaku lagi ketentuan ketentuan

dalam penetapan Presiden nomor 4 tahun 1963 tentang

pengaman barang-barang cetakan yang isinya dapat

mengganggu ketertibeln umum, khususnya mengenal

bulletin bulletin , surat kabar , majalal-r majalah

danpenerbitan penerbitan berkala "

Dengan adanya penambahan terhadap pasal21' UU no

L1 tahun 1966 niyang bunyinya seperti telah disebutkan ,

3eAndi Hamzah, Op.cit.. hal.45.
,A

ao Krisna Harahap, Op.cit, Hal' 50
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ini berarti bahwr
surat kabar, ,.r:,Tl;#"Til ffi f:1il.fi,;:;l['iil
berkala teJah berpindah dari wewenang. Jaksa Agungkepada Mentr.i pener.angan Dan dengan sendirinya
pengertian pers telah dipisahkan pula Jari pengertian
barang cetal<an.al

Memang , suahl kernajdan formal clalarm Undang
undang nomor 11 tahtrn 1g65 adararr ditiadakan sensor dan
pernbrendelarr seperti yang diahrr dalam pasal 4disamping
itr-r ditegasl<an bahwa setiap warga negara mempunyai hak
pe_rbita. pers yang bersifat kolektif unt*k nraks'd terseb'ttidak dibtrtr-rhkan_ izin terbit (SIT) masjh sampai adakeputusan pencabutan oleh pemerintah dan DpR.
I(eharusan Surat Ijin Terbit 1:Sffl ditetapkan dalam
peraturan Mentri per-lerangan RI o3 fper/ Menp enl 7969tentang Jembaga Surat Ijin Terbit (SIT) dalam masapelaturan Mentri penerangan tersebut rnenganclung
ancaman pencabutan SIT. konsekuensinya, meclia massa
ya^g be'sa^gk'tan dilara.g terbit, dicetak dan dieclarkan
seperti disebut di dalam pasal 9 perafuran penerangan
tadi. a2

Lebih lanjut menurut Harahap +3 sebelum undangundang nomor 21 tahun l9B1 s"yu.uh pers Indonesia
ditandai oleh lemba.an hitarn clengan "dibrenclernya tidakkurang dari duabelas penerbitai sehubungan clengan
terjadi^ya " peristin'a marari ". 50 kari pembreirdetu., prdu
t.ahun I97I dan 40 kali pada tahun 7972 yur,g ,"kulig,r,
menandakan berakhirnya masa bulan rnadu yu.rg p";uterjalin pada tahun awal orde baru antara pers dan
pemerintah. Dasar pencabutan jztn ke 12 penerbitan
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sepenuhnya menyangkut substansi media yang dianggap

oleh pemerintah dapat kewibawaan dan ketidakpelcayaan

terhadap kepemimpinan nasional.

2. Perubahan berdasarkan pada undang undang Nomor 21

tahun 1982

Perubahan yang belsejarah tnenurut Andi Hamzah a'

pada tanggal 20 september, dilakukan pelubahan atas

undang undng nomor- I I tahun 7966 melalui Undang

nomor : 21 tahun 1982. perubahan ini dilandasi oleh

ketenfuan Garis Garis Besar Haluan Negara yang

dituangkan dalam ketetapan M.P. R. nomor IVIMPN 1978'

maksud untuk dapat menjamin perhrmbuhan Pers
nasional yang seha! bebas dan bertanggungiawab , serta

unhrk menyesuaikan pelasanaan Pers dengan tingkat

perkembangan dan perjuangan masyarakat dalam rangka

penghayatan dan pengarnalan pancasila. pelubahan

perubahan itu dilakukan terhadap;
a. Istilah-istilah dalam undang undang nomor 1l tahun

1,966 antara lain alat revolusi menjadi perjuangan
nasional, alat penggerak massa menjadi pengger:ak

pembangunan. pengawal revolusi menjadi pengawal
ideology Pancasila , Pets sosialis menjadi peld
pancasila, tiga kerangka revolusi menjadi tujuan

Nasional, kontra revolusi dengan penentang Pancasila,

gotong royong menjadi kekeluargaan, revolusi

Pancasila menjadi ideology Pancasila' '

b. Rumusan dalam undang undang l.romor 11 tahun 1966

berbunyi " pemerintah bersarra sama dengan dewan

pers diubah menjadi pernerintah telah rnendengar

aAndi Hamzah, Op.cit., HaL 47 -54
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pertimbangan dewan pers "_

c. Ketenftian pasal pasai yang diubah yaitu :

Ayat 5 tentang organisasi pers.
Ayat l0 dalam uu ini bukan lagi
Mentri i Mentri penerangan danMenteri i.
Pasal 2 ayat 2 tentang Tugas ian kewajiban pers.
Pasal 6 tentang dewan pers.
Pasal 8 ayat I tentang perusahaan penerbitan pers
Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 tentang penerbitan
pemerintah
Pasal 17 ayat 2, ayat 3, ayat 4 tentang pers asing
Pasal 19 tentang sanksi pidana

pasal 15 clitambah rnenjadi pasal 15 a yang terdiri dari
tiga ketenhlan.

e. Pasal yang dilrapusT ayat3
f . penjelasan pasal B dihapus cliganti clengan cukup jelas.
g. Judul bab II diubah sehingga berbunyi iUCaS,

FUNGSI, HAK DAN KEWAIIBAN PERS.
I(emudian mentri penerangan mengeluarkan

peratrrran Mentri penerangan Nomor 0l/per/perm en/7g84
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penerbitan yaitu; Halian Sinar harapan, Majalah Plioritas'

Majalah Editor-, Tempo, Tabloid Detik da^ Tabloid Mo.ito'.

Menurut Krisna a5 pasal 33 ayath Menteri Penelangan No'

I/PER/MENPEN/lg84itusendir.irnenegaskanbahwa
pernbatalan SIUPP dapat dilakukarr apabila meuurut

penilaian Dewan Pers . penerbitan Pers yang bersangkutan

dulu* merryelenggarakan Pers yang sehat yang bebas dan

p eraturanMenteriPeneranganNo. UPER/MENPEN/1 984

menggerogoti apa yang ditetapkan pada pasal S UU no' 11

tahun 1966.Jelaslah bahwa pelaturan Menteri Penerangan

No.1 /PER/MENPEMI 1984 ini benentangan dengan UU no

11 tahun 1966 1o UU no 4 tahun 7967 jo UU no' 21 tahun

1982.

PerssetelahPelistiwamalarimenuLutRosiharr
Anwara6 , memPunyai kebebasan yang telbatas' Ideahsme

pers yang berfungsi sebagai social kontrol harus dibayar

dengan mahal. Yaitu dengan dibrendel' Kendati+6 ntenurut

Harahap menghadapi pembrendelan, eufimisrne

(pengahalusan bahasa) merupakan salal-r satu cara

asKrisna Harahap, Op.Cit'. Hal.52
a6Krisna Harahap, Op.Cit. Hal.56
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dilakukan dikalangan pers. Kenaikan harga atau tarif
ditulis penyesuaian harga. disebut diamankan Daerah
miskin disebut daerah pra sejahtera, Busung ditulis kurang
gizi' Pengutamaan kata-kata eufemistik ini membuat
makan hrlisan jadi kabur maknanya. Kata eufemistik ini
memang mengurangi bahay.a lepresi dari pemerintah,
tetapi kata kata itu adalah kompromi untuk tunduk pada
teltrnjuk kekuasaan. a7

2.6 Sejarah hukum pers reformasi sampai sekarang
Setelah jatcrhnya kekuasan presiden Suharto pada

tanggal 21 Mei 7998, yang telah lebih dari tiga p.rl.,h d.ru
tahun )/allg merupal<an pertanda pergantian orde dari
baru menjadi orde/ jaman refonnasi. Dalam tunfutan
reformasi ada tuntutan yang yaifti perbaikan kebijakan di
bidarrg hukum secara rebih mencrasar, kebijakan, ekonomi
sosial da^ budaya. Lrsan pers serama rebih d,ari 32 tahu.
merasa telah ditekan oleh pemerintah yang berkuasa.
Adanya keinginan dari pemerintah yang pers agar
memberitakan segala hal yang selaras a"ng;
pemerintahan dantidak rnemberitaka hal hal yang ticlak
diperkenankan oleh pemerintah pada masa orde baru.
Kehidupan pers selalui dibayang abayngi hal hal yang
menakutkan . terutama pada saat clikeluarkanya peratutair
mentri Perrerangan tentang SIUpp, yang sudah lama
ciigugat untuk dicabti t, tetapi presiden Suharto tidak
menren uhi tuntuan tersebut.

Setalah djcabut permenpen nomor I tahunlg84 ini

r7 Lnrvarso, Ra.fonnnsi Media Mnssn, Aliansi Jtrrnalis Independen!
hal. 28
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semakin keras didengungkan seiring dengan semakin

memabahananya tuntutan reformasi di segala bidang,

terutama setelah terbentuknya pemerintahan Kabinet

Reformasi Pembangunan,. dibawah piinpinan Presiden BJ

Habibie pada tanggal 24 Juni 1998 memenuhi pencabutan

permenpen Nomor I tahun 1984 itu Melalui pelatr"rlan

Mentri Penerangan RI nomor' L/Pelmenp enll998 stanggal 5

juni 1998 menyatakan meninjau kembali Perahrran Menter:i

Penerangan RI nomor l/PerMenl1,999 tentang surat izin

Usaha Penerbitan pers, jadi bukan pencabutan' Kemudian

lahirlah Permenpen nomor I /permenperl 1998, beberapa

perasalahan betapa pemerintah tidak mau mlepas senjata

untuk mengendalikan pers sesuai denga kelrndaknya' as

Lebih lanjut dalam pasal 23 permenPen no I tahun

1g9B disebutkan bahwa pendapat mengenakan sanksi

administrative atas pelanggaran yang dilakukan oleh

1. peringatan tertulis.

2. Pembekuan ilin waktu tertentu

3. Penyelesaian melalui pengadilan.
Dengan peraturan pasal 32 ltu Menpen menjatuhkan

sanksi tanpa harus mendengarkan pendapat dewan Pers

seperti ketentuan pada undang undang pers nomor 21

tahun 1982. Disamping permenPen no

1/PER/MENPEN/1998 ketentuan-ketentuan mengenai

wartawan sebagai pengganti PermenPen l1omor

O2IPER/PERMENPEN I 19 69 . N'

Dalam ketentuan pasal 3 Perrnenpen rnenyatakan

bahwa : Wartawan wajib menjadi, salah satu anggota salah

as Krisna Harahap, Op.cit, H.aI- 58-
aeKrisna Harahap, Op.cit, Hal. 59.
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satLt organisasi wartawan Indonnesia. Dan permenpen no 2
tahun 1969 hanya mengakui pWI ( p"rituun w^artawan
Indonesia) sebagai satu sahlnya organisasi wartawan ,
maka pada peraturan permenpen}2ll998 membuka pintu
para wtrtawan tr'tlrk 

'rendi'ikan organisasi wartawan
selain PWI. Walaupun demikian isi pasal 3 permenpen
tahun 1969 itu n-rewajibkan 'wartiawan untuk masuk
organisasi profesi warta\A,an, jika tidak maka dianggap
bukarr sebagai wal tawan.

Pada UU nomor 21 tahun 1982 masih cliatur tentang
Surat Ijin Usaha penerbitan (SIUpp), dengan
dikeluarkarutya per-menpen nomor 0l tahun 1998 yang
rnemperlonggar prosedur unhlk memeproleh slUpp yang
pada orde baru harus rneme.urri 16 kriteria/persyarata'
trnhrk memeproeh SIUpp tetapi pacla permenpen ini hanya
tiga syaral/ I(riterian, yaihl :

1. Mengisi daftar dar.i Deppen
2'D ilampi ri de'ga^ kate pe'dirian perusarraan penerbitan
3.Susunan penyelenggara dari perusahaan penerbitan

Sehingga tidaklah heran apabila permohonnan
terhadap SIUPP sangat banyak, bahkan diperkirakan akan
jauh lebil-r banyaft jika tidak diclera krisis perekonomian di
Indonesia pada saat itu. Tetapi ticlak semua SIUpp yang
telah dikabulkan permohonannya clapat terbit
(diterbitka.). Hal in clisebabka. pertama karena
dicabutrrya rekomendasi dari pwi baik pusat maupun
Cabang untuk satu ora g pimpinan redaksi dan
rekornendasi dari serikat penerbit surat kabar. Dan kedua
karena perusahaan penerbitan ifu merupakan perusahaan
yang padat modal.

JZ

sendiri seperti hab:rya media cetak yang antara lain

mempunyai uU no 21 tahun 7982' s0 Sehingga wartawan

elektronik mengetahui rambu rambu apa saja yang mereka

hadapi dalam melaksanakan profesinya' dan apa saja yang

tidak boleh dilaksanakan' Dimana daiam pasal 2

disebutkan : bahwa penyiaran diselenggarakan

berd.asarkan Pancasila clan UUD 1945. Berpijak dari pasal

n bagi PenYiaran
an segala sesuatu

an sesuai dengan

Pancasila seb

Dalarn P aYat I disebutkan bahwa

: penyiaran a Yang Pembinaan dan

s0Krisna Harahap, Loc'Op'cit', Hal' 61
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pengendalian dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan
alasan yang dapat dikemuku .lr".,gupu siaran disebutkan
dikuasai oleh pemerintah adalah ;
- Penyiararl melleptrnyai peranarl kuat dan strategis

dalarn upaya memperkuat dan meningkatkan persatu"an
dan kesahlan bangsa

- Mendoro^g pertr-rmb'han ekonomi serta mencerdaskan
kehidupan bangsa

- Mernenatapkan budaya nasional dan stabilitas
nasional..51

Dari beberapa uraian diatas maka kita perlu
menyimak Hadjon s2 : Bahwa Undang undang menjadi
tidak berguna oleh peraturan kebijaksan uun (ilrirtrrgarl.
Dalam hal yang mengarahkan agar demokrasi oJitit
terwujud hak hak kemerdel<aan Lrmum.

Seperti pada tahun 1999 setelah reformasi, rupanva
ulsan pers ingin merubah sebagian yang ada iul*
Undang undang nomor 21 tahun 19g2 dengan undang
undang yang baru tentang pers. Ada enam clasar menurut
553 Hinca IP panjaitan, mengapa periu diundangkan
undang Undang Nomor 40 tentang pers, pertimbangannya
adalah :

1. pers adalah sarana,mengeluarkan pikiran dan penclapat
hal jni dikarenakan kemerdekaan merupakan salah satr_r

kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk menciptakan

kehidupan bermasyarakat.

2. pers penting untuk memajukan kesejahteraan umtlffl

Untuk Memperoleh informasi melupakan hak asasi

yang diperlukan untlrk menegakkan keadilan dan

menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa sesuai yang diamanatkan dalam

pembukaaa undang undang 1945 alinea ke empat.

3. Pers harus bebas

Pers bebas maksudnya Pers bebas melaksanakan

kegiatan jurnalistik. Hal ini disebabkan karena posisi pers

nasional sebagai wahan komunikasi masa.

4. Pers berperan menjaga perdamaian dunia'
UU pers menegaskan kemba[ bahwapels nasional

juga mempunyai peran untlrk menjaga ketertiban dunia

dan perdamaian abadi yang berdasarkan kernerdekaan.

5. Aturan tentang pers yang lama sudah tidak sesuai

Aturan pers yang lama jika dilihat lagi sudah harus

diubah karena banyak yang tidak sesuai dengan

perkembangan jarnan, terutama padajaman setelah

reformasi ini.
6. Pers lahir karena amanat Konstitusi

Undang undang pers ini lahir karena amanat

konstitusi khususnya pasal . 5 ayat 1, pasal 20, pasal 77dan

pasal 28 UUD 1945. serta ketetapan MPR nomor XVII

/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia'

Demikian pula dengan adanya revisi terhadap undang

undang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran yang

diganti dengan undang undang nomor 32 tahun 2003

tentang penyiaran. Perubahan terhadap undang undang

?5

sll(risna I{arahap, Op.cit. Hal. 64
5:Plrilipr-rs Ma^rliri Hadjo', Icrc Negarn hrrknrt dalant systent lcetntanegarnnn

RapLtLtlik Itdonesia, Kadnttrntnn Rnrcynt, Hnk Asast Marusia dntt Negnrn
Hilrtrrtr, Gaya Media pratama, 

Jakarta tanpa tahury Hal. g2.
s3Hinca Panjaitan, Llndnng-rJnclnng pers Lex secinlis, Menyelesnikart

Mnsnlnh Akibnt penfteritnon pers,2004, 
lakarta, Badan Bantuan Hukum

darr Advokasi Kemerdekaan pers, Hal. 2
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tentang penyiaran kalena dirasa perlu mengingat
perubahan zaman menginginka demikian . Apalagi zaman
sekarang yang disebut zaman informasi, kemajuan
dibidang teknologi yang luar biasa, sehingga inforrnasi
c-lan komunikasi dapat dilakr.rkan dengan pr:rangkat, cara
vang lebih mudah.

2.7 Latihan Soal
1. Jelaskan perbedaan Sejaral-r hukum pers pada demokrasi

terpimpin dan pers era reformasi ?

2. Jaman Hindia Belanda muncul perafuran mengenai pers
yang diahrr dalam Rcglcment op de Drulc-coerlcen in
Nederlnndsclt lndie. Jelaskan isi Reglement op de

Drilczoerlccn in Nederlandsch lndie ?
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Bab III
Perbandingan Isi Undang Undang Pers

3.1Undang Undang Nomor LL tahun 1966

Dalam perbandingan undang undang tentang pers

pada dasarnya mengalami perubahan yang bervariasi ' jika

di dulu- undang undang Nomor 1 tahun L966 Pers pada

intinya pers itu telah meliputi pers dalam arti pers tr"rlisan

dan pers ytng tidak tertulis ( lisan ) yang terbit secara

berkala. Demikian dengan fungsi pers pada UU ini sebagai

alat revolusi yang dapat mendukung perjuangan bangsa

Indonesia pada zaman tahun 1960 -an'

Pers menurut undang undang ini tidak dikenakan

pembrendelan dan sensor

mengingat Pers menurut UU ini mempunyai

kewajiban untuk mepertahankan Pancasila dan UUD1945

s ec ar a mumi d an konsekuerlmernp erjuaan gkan keb enar an

dan kead.ilan, membina persatuan serta menentang segala

imperiaiisme, kolonialisme, feodalisme' Iiberalisme'

komunisme dan fasisme' Tetapi tentunya Pers jtgu

mempunyai hak kontrof hak koreksi' hak kritik yang

bersiiat korektif dan konstruktif. Sedangkan konsep

kebebasan menurut uu ini adalah Kebebasan yang
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beranggungiawab yang berclasarkan kepada hak asasi
manusia.

Sedangkan definisi dar.i organiasai pers adalah
Ot'ganisasi wartawan dan organisasi per.s yang disahkan
pemerintah. Lebih lanjtrt secara tersurat dalam UU ini
disebutkan bahwa dalam usaha penerbitan tidak
diperlukan iztn terbit, hal ini bertujuan untuk
memperbanyak nsaha penerbitan yang berbahasa
Indonesia, tetapi tentu saja semua trsaha penerbitan
tersebut tidak bertenta'ga^ de'ga' pancasila dan UUD
7945. Demikian derlgan permodalan perusahaan pers
seluruhnya berasal dari modal nasional. Bahka. iika
dia.ggap perlu pemeri'rtah memberikan bantuan fasiiitas
yang dapat menjamin kehidupan pers.

Sedangkan konsep pertanggungiawaban menurut
Undang undang ini menganut system wnterfnlls, artinya
pertanggungjawaban dapat beralih dari pemimpi umum
kemudian beralil-r pada pemimpin redaksi sampai pada
penulisnya.

Pengaturan mengenai pers asing lebih lanjut diatu
ralam pasal 17-18 .Inti dari pasal pasal itu adalair adanya
Iarangan untuk mendirikan p"r, asing di Indonesia,
sedangkan kantor perwakilan/ koresponclensi dari pers
asing diizinkan oleh pernerintah lndonesia. Larangan dari
pers asing adalah pers asing yang clapat membahayakan
dan merugikan rakyat Incionesia Seperti dalam seUap
undang undang lainnya, dalarn UU nmor I I tahun ini
rnernuat saksi pidana. Sanksi pidana diberikan kepada
siapa saja yang melakukan , menyuruh lakukan atau
membantu perbuatan diluar hukum yang dapat

40

mengurangi atau meniadakan jiwa dihukum penjara

maksimai satu tahun. Ini artir-rya siapa saja yang

menghalangi perkerjaan wartawan atau bahkan

menyebabkan sakit atau kematian dapat dikenakan pasal

ini. Pasal ini tidak hanya sanksi pidana bagi pelaku-

perbuatan tersebut tetapi jug perlindungan bagi wartawan

di dalam melaksanakan pekerjaanya.

3.2 Undang Undang Nomor L2 tahun 1982

Perubahan Undang undang Nomor 11 tahun 1966

menjadi UU Nomor 2I tahun 1982 sebelumnya ada

penambahan yakni UU No 4 tahul 1967. Penambahan

berupa dua ayat baru dalam penutup, dan pencabuatn

Penpres no 4 tahun L963 tentang Pengamanan barang

cetakan yang dapat menggangu ketertiban tlmum.

Sedangkan perubahan menjadi UU Nomor 2L tahun

1982 pada intinya banyak merubah istilah yang digunakan,

perluasan definisi yang digunakan, merubah isi pasal

(penambahan beberap point dalam beberapa ayat,

penambalan ayat atau perluasan dari pasal), dan

penghapusan ayat.

1. Perubahan istilah
Seperti contohnya istilah alat revolusi berganti

menjadi AIat Perjuangan Nasionaf alat penggerak

revolusi menjadi aiat penggerak pembangunan bangsa.,

perssosialis menjadi pers Pancasila, progrqsif rnenjadi

konstruktif progresif, gotong royong kekeluargaan

terpimpin menjadi secara bersama berdasarkan asas

kekeluargaaary revolusi pancasila menjadi ideology

4l



Pancasila.

2.Perubahan definisi
Per'bahan definisi terjadi dalam definisi organisasi

w,artawan adalah organisasi perusahaan pers, organisasi
grafika pers, dan organisasj rnedia periklanan yang
disetujui oleh-pemerintah.

3. Penambahan ayat, bagian dari ayat claiam satu pasal
pasal

Sedangkan penambahan dari bagian ilari ayat pada
pasal I arzat l0 mengenai pemerintah, pasai 2_ ayat 2, pasal
3, pasal 6 a,r,at 3 sarnpai ayat 5, pasal l0 ayat I dan2,pasal 15
ayat 6 dan7, pasal 15, pasal 17, dan pasal 19. Demikian
jrgo tugas dan fungsi pers yang ditambah 2 point.
Pe^ambaha^ pasal terjadi pada pasal3 ditambah satu ayat.

4. Penghapusan pasal atau ayat
Penghapusan pasal 7 ayat _3, mengenai ketentuan lebih

Ianjut tugas dewan pers, dan pasal 20 aitat I mengenai
masa peralihan mengharuskan iztn terbit. Dan
Penghapusan penjelasan pasal B diganti cukup ielas.

3.3 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999
Perr-rbahan yang sienifikan di dalarn peraturan pers

ada cJalam u'dar-rg r-rnda'g i^i. Baik n'.r-:lipirti definisi,
perluasan r-nakna dari stratu pasal , penarnbahan sanksi
piclana rraLrpun konsep pertanggungiawaban pers.
Berbagai pelubahan yarig dimaktlrbkan di dalam Undang
undang ini semata mata untuk mengikuti perkembangan
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zarnart yang sudah tidak mungkin lagi menggunakan

undang undang yang lama . hal ini dipengaruhi oleh

faktor intemal mauPlln ekstemal. Faktor L:rternal utama

dan banyak berpengaruh adalah adanya gerakan reformasi

di negara Indonesia dimuiai pada tahun 1998

yangmenginginkan perubahan mendasar di bidang

hukum. Perubahan di bidang hukum termasuk dingian

oleh insan pers daan pemerintah pada tahun 1999 dengNr

keluamya UU Nomor 40 tentang Pers.

Faktor eksternal y-ang utama adalah adanya arus

globalisasi yang mclanda seluruh dunia, tidak terkecuali

Indonesia. Dimana srrrb infonnasi berjalan sangat cepat

mudah di dapatkan dengan menSSunakan berbagai medi.r

yang berasal dari penemuan di bidang teknologi informasi.

Perubahan perubahan yang ada di dalam UU pers ini

menurut Hinca IP Panjaitan sa setidaknya ada enam dasar

pertimbangan, yaitu (1) Pers salah satu sarana

mengeluarkan piki;au dan pendapat, (2) Pers penting

memajukan kesejahteraan umum, (3) pers harus bebas, (4)

Pers berperan menjaga perdamaian (5) Aturan Pers yang

lama sudah tidak sesuai, (6) Pers lahir sebagai amanat

konstitusi.
Dengan alasan-alasan diatas beberapa konsep di

dalam UU no 40 tahun 1999 belum pernah disinggung di

dalam undang-undang sebelumnya. Sedangkan untuk

lebih jelas mengenai perbandingan UU pers tlapr'rt diijhat

dalam table 1

sa Hinca IP Panjaitary l)ndnng Llndang Pers Lex Secilais, Menyelesailcan

Mnsalah Akibat penrbe.ritnnn Pers, 2004, Jakarta, Badan Bantuan

Hukum dan advokasi Kemerdekaan Pers . hal. 2
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UU no 11

tahun 1965

Tabel 1.1

Perbandingan substansi/materi antara tiga undang-undang
ten rs di lrdonesia

Materi
yarrg

diperba
ndingka

n

UU no 21 I UU no 40 tahun

Wartawa Karyawan
yang
melakukan
pekerjaa'r
keartawana
n seperti
yang
dimaksud
dalam ayat

3 pasal 1

secara

kontinyu

penerbitan
berkala, yang

dilengkapi
dengan alat-

alat milik
sendiri berupa

percetakan,
alat-alat foto,

klise, mesin-

mesin stensil

atau alat-alat

teknik lainnya.

Karyawan
yang
melakuka
pekerjaan
kewartawanan
seperti yang

dimaksud
dalam ayat 3

pasal 1 secara

kontinyu

Pengerti

an Pers

Lembaga

masyarakat

alat
revolusi
yang
merupakan
salah satu
media
komunikasi
yang
bersifat
terafur
terbitnya

tahun 1982 L999

Lembaga baga sosial

wahanmasvarakat ldan
sebagai alat lkomunikasi yalg
perjuangan lrnelaksanankan
yang kegiatan
mempunyai ljumalistik
karya sebagai lmeliputi mencari,
satu

komunika dan

melaksanakan 
I

kegiatan pers 
i

massa yang
bersifat umum
berupa
penerbitan
yang terafur
waktu
terbitnya
khususnya
bentu-bentuk 

I

memPunyal
informasi baik
hllisan, suara,

gambar, dan
grafik, media
cetak, media
elektronik

buletin, surat j

kabar harian, 
I

majalah dan i

lPerusah
I aan pers

I

adan Hukum
Indonesia yang

mempunyai
usaha pers/

mencetak, media

Perusahaan 
I 
Perusahaan

surat kabar I surat kabar
I

harian, lharian,
I

penerbit :: lpenerhitan
berkala, iLclka-la,
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kantor
berita
buletin dan
lain-lain
seperti
yang
tersebut di
ayat 6,7,8

dalam
pasal ini

kantor berite
buletin dar
lain-lain
seperti yang
tersebut di
ayat .6,7,8,

dalam pasal
ini

lelektronik,

dan
mengeluarkar-r

informasi

Organis
asi Pers

Organisasi
wartawan
dan
organisasi

Pers yang
disahkan
pemerintah

Organisasi
wartawan
adalah
organisasi

perusahaan

Pers/
organisasi
grafik',r pci's,
dan organisasi

media
periklanan
yang disetujui
oleh pihak
pemerintah

SASl

wartawan
organisasi

perusahaan

dan

Pers

Fungsi
Pers

Alat
Revolusi
dan

merupakan
mass media

Alat
Perjuangan
dan
merupakan
mass media

3ebagai media
informasi, media
hiburan , media
pendidikan,
kontrol sosial

Kebebas

an

pers/ke
merdeka
an Pers

yang aktif
dan
dinamis,
kreatif,
edukatif,
informatif,
dan m.cm

punyai
fungsi
kemasyara
katan
pendorong
dan

pemupuk
daya kritis
dan

konstrui-tri
progresif,
meliputi
segala

perwujuda
n
kehidupan
masyarakat

Indonesia

Sesuai

dengan hak
asasi

manusia
dan negara
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yang aktif dan

dinamis,
kreatif,
edukatif,
informatif,
dan mem
punyai fungsi
kemasyarakat
an pendorong
dan pemupuk
daya kritis
dan
konstruktif
progresif,
meliputi
segala

pcrr,,'ujudan
kehidupan
masyarakat
Indonesia

Sesuai dengan

hak asasi

manusia dan

neSara

menlami serta

dan lembaga

ekonomi

vlerupakan salah

satu wujud
kedaulatan
rakyat yang
berasaskan i



menlamln
serta

didasarkan
pada
tanggjungja
wab
nasional

pada
pelaksanan

ya

didasi.rrkarr
pada
tanggungajaw
ab nasional

pada
pelaksananya

nlinsip-prinsip
:.remokrasiz

keadilan dan
suPIemasl
hukurn

Pertangg
ungjawa
ban Pers

System Air
Terjul atau
Waterfall

System
Terjun
Waterfall

Air
atau

y'icarius Liability

Hak

Pers

Tidak
mengatur
Hak tolak

Hak kontrol,
hak kritik, hak
koreksi, hak
tolak, hak
jawab

Hak tolak/hak
ingkar, hak jawab

Penyeles

alan

sengketa

Di
Pengadilan

Di pengadilan )i pengadilan
tetapi boleh juga

di luar
pengadilan
antara para pihak
rnelalui tim
ombudsman

Pers

Asing
Pers asing
tidak boleh
didirikan,

dengan
tahun

sama

UU
1966

(etenfuan

asing
pendirian

pers

dan

seseorang

atau badan

hukum
menyuruh
melakukan
perbuatan
yang diluar
hukum
yanS

Apabila
menggunakan
pers untuk
keepentingan
peribadi,
kepentingan
golongan,
dipenjara 4

Pers tidak
punyaSIUUP
pidana 3

tahun denda

10 juta

i jiwa
dihukum l,

tahun
penjara

Ketentu
an
Pidana

mem[pun; 
I

ai kantor
perwakilan

Modal
Nasional

perwakilan
perusahaan Pers
asing disesuaikan

dengan lfU

idak ada kecuali

pada orang Yar.g
menghalangi
tugas wartawan

dapat dipidana

dal Nasionaf
tetapi
penambahan

Permoda
lan
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boleh melalui
pasar modal

3.4 Latihan Soal
1. Jelaskan perbedaan pertanggungjawaban pers menurut

Undang Undang 21 tahun lgBZ, tJndang undang 11
tahun 7966,IJndang Undang Nomor 40 tahun Ig99 ?2. Jelaskan definisi menurut Undang Undang 21 tahur
7982, Undang undang 11 tahun 1966, TJndang Undang
Nomor 40 tahun 7gg9 ?

Meaiq dan Lr,rl.um, \979, Jakarta,

Media Saran Perss-

Ny, M.L.Gandhi, Undang undnng pokok Pers/ Proses

pentbentuknt dnn penielasannyan, L985, lakatta,
Rajawali.

Krisna Harahap, Pnsnng surut kemerdelcaan pers di Indonesia

,2003, B andung, Grafiti.

Wina Armada , Wajah hulcurn pidnna Pers, 1989, ]akarta,
pustaka Kartini.

Abdurrachman Surjomiharjo, Beberapa segi perlcembangan

sejarah pers di Indonesia, 1980, ]akarta Proyek

Penelitian Pengembangan Sejarah Pers Di
Indonesia.

Hirrca IP Panjaitan, Undang undang pers Lex Secilnis,

menyelesnilcnn mssnlah akibat pembetitann pe1's,

2004,Jakarta, Badan Banfuan Hukum dan advokasi

Kemerdeicaan Pers

Lukas Luwarso , Reformasi Mediq Mnssa, aliansi lurnalis
lndependent, 1998.

Edwart C Smith, Sejarah Pembereidelan Pers Di Indonesia,

Jakarta, 1983, PT Temprit.

Philipus mandiri hadjon, Ide Negara hukum dalam system

ketat anegart:ni,, R enubl-i'lc Indonesia, Kedaulatan Ralcy at,

Hnlc Asasi Manusm danNegaraHulcum, Caya Media,

Pratama Jakarta. tanPa tahun.
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